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BUPATI Luwu,

bahwa unt

Indonesia ‘:l"o”':;?‘agsanakan Peraturan Menteri Pertanian Republik

Peraturan Menteri 2/F’err_nentanISP.1301412010 tentang Perubahan
r Pertanian  Nomor 50/Permentan/SR.130/11/2009

tentang Kebutuhan dan Ha SO 09
a Eceran Tert
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- bahwa sehubungan dengan Perubahan Peraturan Menteri Pertanian

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Peraturan Bupati Luwu
Nomor 22 Tahun 2010 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi
(HET) Pupuk Bersubsidi untuk Pertanian Kabupaten Luwu
Tahun Anggaran 2010, perlu diubah dan disesuaikan dengan
Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/SP.1.30/4/2010;

_bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud huruf a dan b,

serta Keputusan Bupati Luwu Nomor 119/111/2010 tentang Pembentukan
Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat _Kabupaten Luwu,
maka periu menetapkan Perubahan Peraturan Bupati Lm Nomor 22
Tahun 2010 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET)
Pupuk Bersubsidi sektor Pertanian dan Peterakan Kabupaten Luwu

Tahun Anggaran 2010.

omor 8 Tahun 1990, tentang Perlindungan Konsumen
(Lembaran :laer;%r': Republik Indonesia Tahun ; 32?19) Nomor 42 Tambahan
Republik Indonesia Nomor b ‘
Lembaran Negara Nosnor 12 Tahun 1992 tc?ntang Sistem_ Budidaya
Undang-Undaﬂg ran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46,
Tanaman (Lem bi o Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
Tambahan LeT 10 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Peraturan
X r Lembaran Negara Republik Indonesia
Perundang-Urgdaf(')?_a53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomot ==
Nomor 4389) :

Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang

. Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Lembaran Republl:ra Republik Indonesia Nomor 4437)
'(f mbahan Lembara_ﬂbah terakhir dengan.Undang-Uerang Nomor 12
a jmana telah diu egara Republik Indonesia _Tahun 2093
?I’etlza?la 008 (Lemba':fl" Lembaran Negara Republik Indonesia
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Negara Repubiig |rr1:‘1?m"’.h puS:?l:;n 2004, tentang Perimbangan

Lembaran Ne nes; emerintah Daerah (Lembaran
ar. SSia T erah (
6. Peraturan PS a Repyp ik ah':'" 2004 Nomor 126, Tambahan

i €Sia Nom .
tentan tah Repyyr or 4437);
Indongsia?aphul:(n Budida publa"r“;ndonesia Nomor 18 Tahun 2001,
Indonesia Nomor Omor 14 Man  (Lembaran Negara Republik

7. Peraturan pgp, ‘?079):
erin
?nta"%’ Penwbagia:ﬁh Unblik- Indonesia Nomor 38 Tahun 2007,
szerlntah Da‘ I‘Op]nr;Jisd Pemerintahan  antara Pemerintah,
Negg:z |I:Q;ap._,m!k Ind onesia Tain Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran
g epublik lndOnesia No Un 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran

8. Keputusan Menteri mor 4737),

Peri i
Nomor 634/MPPIKep ,'Sggzstnan dan Perdagangan Republik Indonesia
Pengawasan Barap _ltentang  Ketentuan dan Tata Cara

d
9. Keputusan Mgnt::; Jasa yang beredar di pasar:

Nomor  08/Kpts/Tp Pertanian Republik Indonesia
Pendaftaran Pypyk Aig?;ﬁﬁ% tentang Syarat dan Tata Cara
10.Keputusan Menteri '

Nomor 175/Kpts Pertanian Republik Indonesia
Bersubsid, Ti:gk,aKtFlz;‘i 50/3/2003 tentang Pembentukan Pengawas Pupuk

usat;
11.Keputusan Menteri

Pertanian Republik Indonesia
ggr:nzrda 237|;KptsIOT.210I112003 tentang Pedoman Pengawasan
gadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk Anorganik;
12.Peraturan Menteri p

erindustrian dan P i i
Nomor 21/M-DAGIPER/BI2008, tentang, bemnmy -heotk Indonesia

. entang Pengadaan dan Penyaluran
Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pert : ° i

anian;
13.Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia
Nomor 50/Permentanl$R.130/"/2009. tentang Kebutuhan dan Harga

Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor Pertanian
Tahun Anggaran 2010.

» 1ambahan Lembaran Negara Republik

MEMUTUSKAN

. PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI

NOMOR 22 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI
(HET) PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN LUWU TAHUN ANGGARAN 2010

Pasal |

uan dalam Peraturan Bugati Nomor 22 Tahun 201(_) !entang
Eegﬁaﬁ:n'(%t:ﬂt Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk
S::kto:l Pertanian Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2010 Mengalami

Perubahan;

1) Ketentuan Pasal 8 ayat (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk

e n sebagai berikut :
bersubsidi ditetapka . Rp. 1.200,-perKg

- Urea Rp. 1.030,- per Kg
- ZA : Rp. 1.550,- perKgq
- Superphos : Rp. 1.750.- per Kg

- NPKPhonska(15:15:15)
. NPK Pelangi (20:10:10)
- Pupuk Organik

Rp. 1.830,- perKg
Rp. 500.- per Kg
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Harga Eceran Taq:
ertingq;

ada an 99i (H

Pace® 8ngka 1 mengaan per P bersusidsebagaimana dmaksd
an:

- Urea

- ZA : Rp.  1.800,- per Kg
- Superphos * Rp. 2.000,- per Kg
- NPK Phonska (15:15:1 5) : Rp.  1.400,- per Kg
- NPK Pelangi (0:10:10) . Rp.  2.300,- per Kg
- Pupuk Organik . Rp.  2.300,- per Kg

Dengan berlaky, - Rp. 700,- per Kg
Nomor 22 Tahu’r:YgO:’[e)raturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Luwu
Harga Eceran Tertin tanggal 24 Maret 2010 tentang Kebutuhan dan
Kabupaten Luwu Ta?,gI (HET) Pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian
sebagaimana ¢ un 2010 sepanjang tidak mengalami perubahan

berlah. Imaksud dalam Peratyran Bupati ini, dinyatakan masih

Pasal ||

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap
orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal-19 Agustus 2010

BUPATI LUWU,

AM KKAR

rdangkan di Belopa
atanggal 49 Agustus 2010
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